
a. bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan daerah 
yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, 
partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan 
guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang 
baik, telah di tetapkan Peraturan Bupati Subang Nomor 
35 Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020; 

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan 
perkembangan keadaan tahun berjalan, perlu adanya 
penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan 
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran 
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan 
prioritas daerah serta keadaan yang menyebabkan saldo 
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan untuk tahun berjalan; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 335 ayat ( 1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 35 
Tahun 2019 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2020. 

BUPATI SUBANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 

TENTANG 

BUPATI SUBANG 
PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI SUBANG 
NOMOR 52 TAHUN 2020 

SALIN AN 



? 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

Mengingat 



tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6042); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Penyelenggaraan Penata Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 136); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 



Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 201 7 
Nomor 517); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita. Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611); 

17. Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 
Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peratu.ran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa 
Barat Nomor 9 Tahun 2008 Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2019 Nomor 7 Seri E. Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 
2010 ten tang Rencana Tata. Ruang Wilayah Provinsi 
Jawa Barat Tahun 2009-2029 {Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 88); 

19. Peratu.ran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 
2023 (Lembaran Daaerah Provinsi Jawa Barat Tahun 
2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 237); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 
Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Nomor 12); 

21. Peratu.ran Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 
2014 tentang Rencana Tata. Ruang Wilayah Kabupaten 
Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Subang Tahun 
2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang 
Tahun 2019 Nomor 4). 



AMINUDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2020 NOMOR 52 

ttd 

Diundangkan di Subang 
pada tanggal 13 _\.gus tus 2020 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG ' 

RUHIMAT 

ttd 

Ditetapkan di Subang 
pada tanggal 13 Agustus 2020 
BUPATI SUBANG, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Su bang. 

Pasal II 

PENUTUP Bab VI 
Pasal 4 

2. Ketentuan Pasal 4 Bab VI diubah, sehingga Pasal 4 bab VI berbunyi 
sebagai berikut: 

EVALUASI HASIL TRIWULAN TAHUN 2020 Bab II 

Pasal 4 

1. Ketentuan Pasal 4 Bab II diubah, sehingga Pasal 4 bab II berbunyi sebagai 
berikut: 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 ten tang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 (Berita 
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 35), diubah sebagai berikut : 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 35 TAHUN 2019 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
K.ABUPATEN SUBANG TAHUN 2020. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

ttd

ttd


